SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

1.

2.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);



Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah
bagi  pemerintahan daerah dalam = penyusunan,
pembahasan, dan penetapan anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah
pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah
lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2
Pemerintahan Daerah menetapkan APBD Tahun Anggaran
2026 berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2026.
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan pemerintah pusat;
prinsip penyusunan APBD;
kebijakan penyusunan APBD;
teknis penyusunan APBD; dan
. hal khusus lainnya.
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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(4)

Pasal 3
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kebijakan umum
anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara
berupa target dan kinerja program yang telah diselaraskan
dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal serta kegiatan dan
subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja
Pemerintah Daerah.
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Kklasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun
Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui
SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
belanja pendidikan;
belanja infrastruktur pelayanan publik;
belanja pegawai;
penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk
kegiatan yang telah ditentukan;
anggaran Pengawasan;
standar pelayanan minimal;
keselarasan anggaran dengan asta cita;
pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan
dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
pengendalian inflasi;
penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua;
penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh;
penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah
ditentukan penggunaannya,;
penggunaan Dana Alokasi Khusus;
penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi;
penggunaan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau;
penggunaan Dana Bagi Hasil-Sawit; dan
isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 727

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, )

R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199603 1 001
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman
Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan
APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus
lainnya.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PUSAT

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah
pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan
melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah
pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada prioritas nasional yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKP Tahun 2026 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP Tahun 2026
dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan
terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing
maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber
daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan
akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

RKP tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang
menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk
mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan
Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil
evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta
forum konsultasi publik.

Penyusunan RKP tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran
belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program
yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi
kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan, namun dapat diselaraskan
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antar K/L terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, pencapaian prioritas
pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku
kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional /program
prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan,
dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara
pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-
masing daerah secara spesifik.

Tema RKP tahun 2026 adalah ”"Kedaulatan Pangan dan Energi serta
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang menjadi jembatan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan
program-program Presiden terpilih.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian visi
Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Tahun 2025-2029
yang memuat 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program
Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan
persen), serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026,
ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja
yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan
Penyandang Disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya
Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,
Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk
Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

RKP Tahun 2026 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-
2029 melanjutkan penguatan fondasi keuangan daerah dalam penataan
keuangan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif
dan efisien. Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus mengoptimalisasi
potensi pendapatan daerah, utamanya melalui intensifikasi pajak daerah dan
retribusi daerah serta penguatan basis data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah, produktivitas
belanja daerah perlu terus didorong melalui peningkatan belanja modal dan
belanja infrastruktur pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga
diharapkan mampu memperluas sumber dan mengembangkan inovasi
pendanaan alternatif di daerah.

Selain RKP Tahun 2026, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yang
memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan
bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026.
Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan
fiskal nasional yang berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja
program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib,
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serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja
produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia
Emas 2045 dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui
APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan
menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan.
Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan
sinergi fiskal tersebut berupa melalui penyusunan KEM PPKF Regional,
Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan
Sinergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, dan
Ekonomi”. Untuk menjaga daya tahan ekonomi maka dalam jangka menengah
Pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia,
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya
manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju
2045 melalui akselerasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan
persen), penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk
mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) di
daerah, Pemerintah Daerah diharapkan terus meningkatkan kapabilitas
ekonomi daerahnya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan
menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) serta mengupayakan
peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung
akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja daerah, meliputi
belanja operasional dan belanja non-operasional. Selain itu, dalam menyusun
kebijakan pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu
dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan
terus melakukan penggalian potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui
kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan karakteristik setiap Pemerintah Daerah dan penguatan terhadap
earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan
evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung
peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah
Daerah dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat
lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan
sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri
diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Berdasarkan RKP tahun 2026 dan KEM PPKF TA 2026, Pemerintah
Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan
kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung
pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita,
17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi
sebesar 8% (delapan persen) serta prioritas pembangunan nasional sesuai
dengan rencana pembangunan kewilayahan pada RKP Tahun 2026 dan RPJMN
2025-2029 yang sudah mempertimbangkan potensi dan kondisi masing-masing
daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan
publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada
tahap perencanaan, Pemerintah Daerah menyusun RKPD, usulan target belanja
makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan
belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan sebagai dasar
pemutakhiran RKPD terhadap RKP dan KEM PPKF yang disinergikan dengan
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sasaran pembangunan nasional. Pemerintah Daerah menetapkan RKPD dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman
penyusunan RKPD tahun 2026 yang memuat tema, prioritas nasional, dan
sasaran pembangunan nasional meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per
kapita, kontribusi PDRB provinsi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran
terbuka, rasio gini, indeks modal manusia, persentase penurunan intensitas
emisi gas rumah kaca, dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah
berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang perencanaan pembangunan nasional tentang rancangan RKP

Tahun 2026. RKPD tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam proses

penyusunan APBD TA 2026.

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah
disinergikan dengan RKP Tahun 2026 yang dilakukan sesuai target kinerja
makro daerah dan target kinerja program daerah, dan diselaraskan dengan
pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026 yang selanjutnya hasil penilaian
kesesuaian atas penyelarasan tersebut menjadi bagian penyempurnaan
rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta
mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya, KUA dan
PPAS yang telah disepakati bersama dimaksud menjadi dasar dalam
penyusunan APBD TA 2026 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD
TA 2026. KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 berpedoman
pada RKPD Tahun 2026 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan
RKP Tahun 2026, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Tahun 2026 masing-masing
kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD
provinsi Tahun 2026.

Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD TA 2026, alokasi
anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja
pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 serta tidak
dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan
publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi
kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan
skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta
pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus
menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada
tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah:

1. mensinergikan kebijakan pembangunan dengan RPJMN, RKP, KEM PPKF,
dan arahan Presiden yang telah mempertimbangkan berbagai usulan program
strategis daerah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem perencanaan
pembangunan nasional,;

2. menyelaraskan dengan RPJM dan RKP melalui penyelarasan target kinerja
makro daerah dan target kinerja program daerah dengan prioritas nasional,
termasuk pemenuhan target belanja wajib melalui rancangan awal RKP dan
rancangan KEM PPKF yang disampaikan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional,
selanjutnya diusulkan kembali untuk dilakukan pemutakhiran KEM PPKF



dan rancangan akhir RKP.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan
akhir RKP sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar dalam perumusan
pedoman penyusunan APBD dan penetapan RKP dan KEM PPKF. Selanjutnya
berdasarkan RKP Pemerintah Daerah menetapkan RKPD;
menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan
mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan rancangan KUA
dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah
dan target kinerja program daerah termasuk pemenuhan target belanja wajib
yang telah diselaraskan dengan RKP dan pemutakhiran KEM PPKF;
melakukan pemenuhan target belanja wajib yaitu anggaran belanja
pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik diluar belanja bagi hasil
dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa, belanja pegawai diluar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja wajib yang didanai
dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan
penggunaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun rancangan KUA dan

rancangan PPAS, Pemerintah Daerah untuk melampirkan:

1.

2.

3.

Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu pendanaan RKPD
tahun 2026 dan RPJMD serta KUA dan PPAS Tahun 2026.

Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan target
kerangka ekonomi makro provinsi.

Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi
dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota.

Daftar tindak lanjut dukungan Pemerintah Daerah atas kebijakan prioritas
nasional tahun 2026.

Daftar alokasi belanja wajib daerah:

belanja pendidikan;

belanja infrastruktur pelayanan publik;

belanja pegawai; dan

belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah (Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Pajak Barang dan
Jasa Tertentu (PBJT) Listrik, Pajak Rokok dan Pajak Air Tanah);

poop

sebagaimana telah disediakan dalam menu laporan:

1.
2.

KUA dan PPAS; dan
Lampiran Tematik;

pada SIPD-RI modul penganggaran.
Selanjutnya, kelengkapan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan
PPAS disajikan dalam tabel berikut:
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1. Format Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan antara RPJMD, RKPD dan KUA/PPAS

PROVINSI /KABUPATEN/KOTA:

KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RPJMD DAN KUA/PPAS TAHUN PELAKSANAAN 2026

NO

URUSAN/PRO
GRAM
(RPIMD)

INDIKATOR

TARGET DAN
SATUAN

PAGU
PROGRAM
(RPJMD)

URUSAN/PRO
GRAM RKPD

INDIKATOR

TARGET DAN
SATUAN

PAGU
PROGRAM
(RKPD)

SELISIH
(BERTAMBAH

/
BERKURANG)

URUSAN/PRO
GRAM
KUA/PPAS

INDIKATOR

TARGET DAN
SATUAN

PAGU
PROGRAM
(KUA/PPAS)

SELISIH
(BERTAMBAH

/
BERKURANG)

KETERANGAN

PERANGKAT
DAERAH
PENANGUNG
JAWAB

(1)

(2

(3)

(4)

(5)

(6)

0

8)

&)

(10 = 5-9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 = 9-14)

(16)

(17)

Urusan
Pendidikan....

Urusan
Pendidikan....

Program...

Rp. xxx

Program...

Rp. xxx

Program dst

Rp. xxx

Program dst

Rp. xxx

Urusan dst...

Urusan dst...

TOTAL

Keterangan:
Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;

Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2026;
Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VIl RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2026);
Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome /program pada tahun 2026;

X NG h W

9

Kolom ini memuat pagu program urusan/nomenklatur program RPJMD/RPD Tahun 2026;
Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program RKPD Tahun 2026;

Kolom ini memuat indikator outcome /program;
Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome /program;

Kolom ini memuat pagu program urusan/nomenklatur program RKPD Tahun 2026;

10.Kolom ini memuat selisih antara pagu program pada RPJMD/RPD dengan pagu program pada RKPD;
11.Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program KUA/PPAS Tahun 2026;
12.Kolom ini memuat indikator outcome /program;
13.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome /program;
14.Kolom ini memuat pagu program urusan/nomenklatur program KUA/PPAS Tahun 2026;
15.Kolom ini memuat selisih antara pagu program pada RKPD dengan pagu program pada KUA/PPAS;
16.Kolom ini memuat keterangan;
17.Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.
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2. Format Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target Kerangka Ekonomi Makro Provinsi

TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI

UNTUK PROVINSI :
NAMA PROVINSI :

DAFTAR KESELARASAN

TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO |TARGET KERANGKA EKONOMI
NO INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI SESUAI MAKRO PADA KUA-PPAS KETERANGAN
KEM-PPKF TAHUN 2026 PROVINSI 2026
(1) (2) 3) (4) (5)
1. |Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. |Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3. Rasio Gini
4. |Indeks Modal Manusia (IMM)
5. |Tingkat Kemiskinan (%)
6. Penurunan Emisi GRK (%)
......................... yeeeeenenenenenenene... 2025

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;

2. Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;

3. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2026 untuk provinsi;
4. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro pada KUA/PPAS provinsi tahun 2026; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.
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3. Format Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten/Kota

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KAB/KOTA :
NAMA KAB/KOTA :

TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO |TARGET KERANGKA EKONOMI
NO INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO KAB/KOTA SESUAI MAKRO KUA-PPAS KAB/KOTA KETERANGAN
KEM-PPKF TAHUN 2026 2026
(1) 2) 3) (4) (5)
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3. Rasio Gini
4. Indeks Modal Manusia (IMM) *)
5. Tingkat Kemiskinan (%)
6. Penurunan Emisi GRK (%)

Keterangan: Kepala
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;

2.Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;

3.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang terdapat pada KUA/PPAS provinsi tahun 2026;

4.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada KUA/PPAS Tahun 2026; dan

5.Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. (cerneee e )
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4. Format Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

INDIKATOR KINERJA
NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM /KEGIATAN, SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN KETERANGAN
(1 (2 3) (4) () (6)
Keterangan :

1. Kolom ini memuat Nomor yang dicantumkan dengan angka;

2. Kolom ini memuat prioritas nasional,

3. Kolom ini memuat program,/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam KUA/PPAS Tahun 2026, yang mendukung arah kebijakan transformasi;

4. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam KUA/PPAS Tahun 2026, yang mendukung arah kebijakan transformasi;

5. Kolom ini memuat pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam KUA/PPAS Tahun 2026, yang mendukung arah kebijakan transformasi;
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.
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5. Format Alokasi Belanja Pegawai

ALOKASI BELANJA PEGAWAI

PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2026

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

% TERHADAP

NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH BELANJA DAERAH
(1) 2 &) 4
a |Total Belanja Daerah Rp. xx
b  |Belanja Pegawai (ASN, Kepala Daerah, Anggota DPRD) Rp. xx
¢ |Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG) Rp. xx
d |Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Rp. xx
e |Belanja Tambahan Kesejahteraan Guru (TKG) Rp. xx
¢ Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan Rp. xx
penggunaannya.
Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan
g |khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang Rp. xx xx.xx%

bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. g = (b - (c+d+e+i))
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6. Format Fungsi Pendidikan

PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN

UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Persentase terhadap

No. Kode Subkegiatan Uraian Subkegiatan Anggaran Total Belanja Daerah
TOTAL BELANJA PENDIDIKAN
TOTAL BELANJA DAERAH
7. Format Belanja Infrastruktur
PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
No. Kode Subkegiatan Uraian Subkegiatan Anggaran Persentase terhadap

Total Belanja Daerah

TOTAL BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

TOTAL BELANJA DAERAH
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8. Format Alokasi Anggaran Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

ALOKASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2026

NAMA PROVINSI :

NO

KOMPONEN PERHITUNGAN

% EARMARK PENGGUNAAN PAGU JUMLAH KETERANGAN

1) 12} (31 4) (5) 16)

a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 102 untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan mengikuti
jalan serta peningkatan moda dan sarana transportsi KMK mengenai penandaan subkegiatan
umum penggunaan PKB

1 [iProgram /Kegiatan/Sub kegiatan mengikuti penandaan pada KMK)
2 |dil.

b Pajak Rokok 50% (75% untuk BPJS), Sisanya untuk Penegakkan Program fKegiatan /Sub Kegiatan mengikuti
hukum); KMK mengenai penandaan subkegiatan
dari tareect pendapatan pengounaan Pajak Rokole

1 I[Prog;am{i(cgiatan.{Sub kepiatan mengikuti penandaan pada KMEK)
2 dil..
< Jumlah Total Program
d Selisih {Lebih /Kurang]
NAMA KAB/KOTA :
NO KOMPONEN PERHITUNGAN % EARMARK PENGGUNAAN PAGU JUMLAH KETERANGAN

{1} 2) (3) 14} (51 (6}

a Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10% untuk pecmbangunan dan fatau pemcliharaan Program /Kcgiatan /Sub Kegiatan mengikuti
jalan scrta peningkatan moda dan sarana transportsi KMK mengenai penandaan subkegiatan
mum pengogunaan PKB

1 }[P‘romram /Kegiatan /Sub kegiatan mengikuti penandaan pada KMEK)
2 dil..

b Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik 107 untuk penyediaan penerangan jalan umum
meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Program /Kegiatan /Sub Kegiatan mengikuti
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas KMK mengenai penandaan subkegiatan
konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik

1 }[Prnlzmm)‘iﬁ:u' n/Sub kegiatan mengikuti penandaan pada KMEK)
2 dil..

[ Pajak Air Tanah (PAT) 107 untuk pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan pencemaran danj/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam daecrah kab/kota yang Program /Kegiatan /Sub Kegiatan mengikuti
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, KMK mengenai penandaan subkegiatan
meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau penggunaan PAT
sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan;
dan pengelolaan limbah

1 |iProg: K)
FI 1T

d Pajak Rokok 50% (75% untuk BPJS), Sisanya untuk Penegakkan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan mengikuti
hukum]); KMK mengenai penandaan subkegiatan
dari target pendapatan penggunaan Pajak Rokok

1 I[Promm{&gjatan{Sgb kegiatan mengikuti penandaan pada KMEK)
2 |du.

c Jumlah Total Program

f Selisih {Lebih /Kurang]
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PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Penyusunan APBD TA 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1.

9.

sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah;

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi;

setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) TA.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. Kebijakan Umum

1. APBD dalam 1 (satu) TA meliputi:

a. hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

b. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih; dan

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada TA yang bersangkutan atau
pada TA berikutnya.

2. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan
b. penerimaan pembiayaan daerah.

3. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup, yang terdiri
atas:

a. belanja daerah; dan
b. pengeluaran pembiayaan daerah.

4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

5. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

6. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,
program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
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7. Klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan kepala daerah (Perkada)
tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan,
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selanjutnya, kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah
Daerah dalam penyusunan APBD TA 2026:

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.

b. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik
khusus, berupa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP),
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas), Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara
(ASN) Daerah, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan
Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan
pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak
melalui RKUD, penerimaan  pendapatannya  dilakukan
berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan,
mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Klasifikasi kelompok PAD diuraikan menurut jenis, objek, rincian
objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek,
rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu,
dan penganggaran berbasis kinerja.

b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah.

c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran
pembangunan.
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. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah
tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar
perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA
sebelumnya.

. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik,

perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan, dan

subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala
prioritas.

Belanja daerah dianggarkan dengan memprioritaskan alokasi

anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran

belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja
program, kegiatan dan subkegiatan.

. Belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan wurusan

pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik

disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian SPM.

. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar

dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk

mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan

penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap

efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2026 yang bersumber dari

TKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi atas alokasi

anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2026 yang terdampak

adanya efisiensi/pengalihan yang bersumber dari TKD, dengan
memperhatikan:

1) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian
8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas)
Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan
ekonomi sebesar 8% (delapan persen);

2) pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa
pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran
jaminan kesehatan, pembayaran cicilan pokok pinjaman,
kewajiban kepada pihak ketiga.

. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk
belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:

1) belanja pegawai;

2) belanja barang dan jasa;
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3) belanja bunga;

4) belanja subsidi;

5) belanja hibah; dan

6) belanja bantuan sosial;

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian

objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan

keuangan pada SKPKD dan SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

m. Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Klasifikasi kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT), dan kelompok
belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, dan
subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

0. Penentuan penempatan alokasi belanja daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan, berpedoman pada
ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau
kabupaten/kota dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan
urusan pemerintahan konkuren berkenaan;

2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur
penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, serta unsur
kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) pelaksanaan unsur pemerintahan umum dianggarkan pada
SKPD yang melaksanakan unsur pemerintahan umum.

4) pelaksanaan unsur kekhususan dan  keistimewaan
dilaksanakan dan dianggarkan pada SKPD dalam Pemerintah
Daerah yang memiliki unsur kekhususan dan keistimewaan.

5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar
daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota
serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan
melalui belanja bantuan keuangan pada SKPD yang
melaksanakan wunsur penunjang urusan pemerintahan
pengelolaan keuangan daerah; dan

6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan
pada SKPD sekretariat daerah di biro/bagian pemerintahan
sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

3. Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

b. Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada
SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran.

4. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

a.

SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan
pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan
selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan.

Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA TA 2026 bersaldo nihil.
Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program,
kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume
program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah
Daerah  melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban
daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program,
kegiatan dan subkegiatan.

5. Standar Harga dan Analisis Standar Belanja (ASB), dan/atau standar
teknis

a.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

dengan SPM.

Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan

Regional, ASB, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Standar Harga Satuan Regional digunakan sebagai pedoman

dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing

Pemerintah Daerah.

Standar harga satuan mencakup standar harga untuk belanja

operasi dan standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah

Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatuhan dan

kewajaran.

Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan

standar harga satuan dengan mempertimbangkan kebutuhan,

kepatuhan dan kewajaran.

Standar tunjangan ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan

paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi

daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis

kewajaran beban kerja atau biaya setiap

program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh

SKPD dalam 1 (satu) TA.

ASB bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan

Perkada.

Standar harga dan ASB digunakan dalam:

1) perencanaan, termasuk digunakan pada saat Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan
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Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
dan RKPD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik
masyarakat, aparatur, dan/atau DPRD fokus pada kinerja;

2) penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan PPAS
dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
bertujuan untuk menganalisis kewajaran antara beban kerja
dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan; dan

3) pengawasan, digunakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) pada saat aktifitas pengawasan yang bertujuan untuk
menentukan batasan kewajaran antara beban kerja dan biaya
atas program/ kegiatan/subkegiatan.

j. Standar harga satuan berpedoman pada Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional,

yang mengatur standar harga satuan biaya honorarium, satuan

biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan
kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.

. Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan bersifat:

1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada
SKPD;

2) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

3) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan bersifat:

1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

2) dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena
adanya kenaikan harga pasar.

. Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan
di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2025.
. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain
biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan
dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Untuk standar biaya perjalanan dinas luar negeri, Pemerintah

Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada

anggaran K/L sebagaimana di maksud pada Pasal 4 Ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.

. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium atas

pengelola keuangan daerah selain kepala daerah dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pengelola keuangannya tidak

diatur dalam standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Standar Harga Satuan Regional, dengan penetapan besaran

standar biaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang
ditetapkan dengan Perkada.
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Selanjutnya, untuk pemberian honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan daerah, dalam hal pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
penanggung jawab pengelola keuangan tersebut tidak diberikan
honorarium.

q. Standar harga dan ASB harus dilakukan reviu oleh APIP sebelum
ditetapkan dengan Perkada. Dalam melakukan reviu, APIP dapat
melibatkan unit kerja pengadaan barang/jasa. Selanjutnya,
standar harga dan ASB dimaksud diimplementasikan dalam
aplikasi SIPD-RI.

r. Penginputan Dbesaran standar harga dan ASB yang
diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI mengacu kepada
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 yang dituangkan ke
dalam Perkada tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. PAD

a. PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi
daerah, potensi PAD dan realisasi PAD 3 (tiga) tahun sebelumnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang
dibagihasilkan ke kabupaten/kota dan PAD yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk
daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari
provinsi dan tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke desa serta
PAD yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, PAD meliputi:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah.

2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi jenis
pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

4) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus



5)

6)

7)

-24 -

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah serta
penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah pada
tahun anggaran berkenaan dilakukan dalam penyusunan
APBD /perubahan APBD. Selanjutnya, penyesuaian target pajak
daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilakukan dalam
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Penetapan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi
daerah, untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak
menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah.

Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, nilai objek
pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan
analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil
penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah
terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan
asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan itu, struktur dan kebijakan penganggaran pajak
daerah dan retribusi daerah:

1)

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023,
sebagai berikut:
a) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
provinsi:
(1) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri
atas:
(a) PKB;
(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
(c) Pajak Alat Berat (PAB);
(d) Pajak Air Permukaan (PAP);
(2) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib
pajak terdiri atas:
(a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
(b) Pajak Rokok; dan
(c) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(MBLB).
b) Pajak yang dipungut oleh  Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota:
(1) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri
atas:
(a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2);

(b) Pajak Reklame;
(c) Pajak Air Tanah (PAT);
(d) Opsen PKB; dan
(e) Opsen BBNKB.
(2) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib
pajak terdiri atas:
(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
(b) PBJT:
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i. makanan dan/atau minuman;

ii. tenaga listrik;
iii. jasa perhotelan;
iv. jasa parkir; dan
v. jasa kesenian dan hiburan;

(c) Pajak MBLB; dan

(d) Pajak Sarang Burung Walet.

c) Retribusi daerah, terdiri atas:
(1) retribusi jasa umum, meliputi:

(a) pelayanan kesehatan;

(b) pelayanan kebersihan;

(c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;

(d) pelayanan pasar; dan

(e) pengendalian lalu lintas.

(2) retribusi jasa usaha, meliputi:

(a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya;

(b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

(c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan;

(d) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau vila;

(e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

(f) pelayanan jasa kepelabuhanan;

(g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

(h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air;

(i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan

(j) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) retribusi perizinan tertentu, meliputi:

(a) persetujuan bangunan gedung;

(b) penggunaan tenaga kerja asing; dan

(c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan perda tentang
pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk penetapan PBB-P2 serta kenaikan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) agar mempertimbangkan kondisi
masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dapat melakukan penundaan atau mencabut Perkada
pemberlakuan kenaikan tarif dan/atau kenaikan NJOP
PBB-P2 dan memberlakukan Perkada tahun sebelumnya,
terutama kenaikan yang memberatkan masyarakat sesuai
dengan kondisi wilayah, sebagaimana maksud Surat
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Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ
tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah.

Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB,

Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku

mulai tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan

mempertimbangkan masa pajak daerah. Untuk masa pajak

daerah yang ditetapkan sebelum 5 Januari 2025, belum
diberlakukan opsen pajak.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau
badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas
suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan daerah.

b) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala
daerah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah
setiap masa pajak untuk menjadi dasar penagihan pajak.

c) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak disampaikan melalui surat
pemberitahuan pajak daerah setiap masa pajak untuk
kemudian dilakukan penelitian untuk menilai:

(1) kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD);

(2) kesesuaian antara SSPD dengan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD); dan

(3) kebenaran  penulisan, penghitungan, danf atau
administrasi lainnya.

d) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak
atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan
Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah.

e) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi serta tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

a) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak daerah
dan retribusi daerah.

b) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi
daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia,
kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat
kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro
ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro
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ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang
mendasari penyusunan APBN.

c) Potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan
memperhatikan realisasi pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah
wajib pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan jumlah
objek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pendataan
potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang
telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak daerah dan
retribusi d